
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 7); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesi Tahun 2014 Nomor 244); 

5. Peraturan Pemenntah Nomor 14 tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 5883); 

dan Kawasan Permukiman Perumahan 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun J 945; 
2. Undang-undang nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(LNRI Tahun 1959 Nomor 74, TLNRI Nomor 1822); 

3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

menetapkan peraturan daerah tentang Pencegahan dan 

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan 

Permukiman Perrnukiman Kumuh: 

dan Kawasan Permukiman perlu Perumahan 

bahwa untuk rnelaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (3) 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang 

BUPATIKOLAKA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN 
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

TEN'l'ANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

NOMOR 9 TAHUN 2016 

BUPATI KOLAKA 

PROVINS! SULAWESI TENGGARA 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 
Pengertian 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka 
2. Pemerintah Dacrah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pernerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pernerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom 

3. Bupati adalah Bupati Kolaka 
4. Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka, yang 

selanjutnya disingkat DPRD adalah adalah lembaga perwakilan rakyat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pernerintahan daerah. 
5. Pernerintah Pusat adalah Presiden Rcpublik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pernerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh 
Wakil Presidcn dan rnenteri sebagairnana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal 
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerrninan harkat dan martabat 
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. 

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pcrrnukiman, baik 
perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sara na, 
dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang Iayak huni. 

8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih 
dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas 
umum, serta mernpunyai penunjang kcgiatan fungsi lain di kawasan 
perkotaan atau kawasan perdesaan. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN 

PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH 
DAN PERMUKIMAN KUMUH. 

BUPATI KOL.AKA 
dan 

Dengan Persctujuan Bersarna 
DEWAN PER\l/AKILAN RAh'YAT DAER.AH KABUPATEN KOLAKA 
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9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan perrnukiman yang terdiri 

atas lebih dari satu satuan permukiman. 
10. Kawasan pcrmukirnan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan 

lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi 
sebagai lingkungan ternpat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. 

11. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan 
kualitas fungsi sebagai tempat hunian. 

12. Permukiman kurnuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan 
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari 
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

baru. 
14. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan 

serta prasarana, sarana, dan utilitas umum. 
15. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR 

adalah masyarakat yang mempunyai kererbatasan daya beli sehingga pcrlu 
rnendapat dukungan pemerintah untuk mernperoleh rumah. 

16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang 
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, 

sehat, aman, dan nyarnan. 
17. Sarana adalah fasilitas dalarn lingkungan hunian yang berfungsi untuk 

mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, 

dan ekonomi. 
18. Utilitas urnurn adalah kelengkapan penunjaug untuk pelayanan 

lingkungan hunian. 
19. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut !MB 

adalah perizinan yang diberikan oleh Pernerintah Kabupaten/Kota kepada 
pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mcngubah, 
mernperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai 
dengan persyaratan administratif clan persyaratan teknis yang berlaku. 

20. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemcrintah yang 
melakukan pembangunan perumahan dan perrnukiman. 

21. Setiap orang adalah orang perseor.ingan atau badan hukum. 
22. Sadan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga ncgara 

Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan 
kawasan perrnukiman. 
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BAB Ill 
RUANG LINGKUP 

Bagian Kesatu 
Ruang Lingkup 

Pasal4 
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: 
a. kriteria clan tipologi perumahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh; 
b. pencegahan terhadap turnbuh dan berkembangnya perumahan kumuh 

dan perrnukirnan kumuh baru: 
c. peningkatan kualitas terhadap perumahan dan Pernukirnan Kurnuh 
d. Penyediaan tanah 
e. Pendanaan dan system pembiayaan 
I, Togas dan kewajiban pernerintah daerah, serta 

Pasal3 
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: 
a. mencegah tumbuh dan berkernbangnya perumahan kumuh dan 

perrnukiman kurnuh baru dalam mempertahankan perumahan dan 
perrnukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya; 

b. rneningkatkan kualitas terhadap perumahan kurnuh dan perrnukiman 
kurnuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang 
layak huni dalam lingkungan yang sehat, arnan, serasi, dan teratur. 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Bagian Kesatu 

Maksud dan Tujuan 
Pasal 2 

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pengaturan lebih lanjut dan 
operasionalisasi di daerah dari Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2011 tentang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan landasan upaya 
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan 
perrnukiman kumuh. 

23. Kelompok swadaya rnasyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan 
diri secara sukarela dalam kelornpok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, 
yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sarna, sehingga 
kelornpok terse but memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersarna. 
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Pa~al6 
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup: 
a. ketidakteraturan bangunan; 
b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan 

ketentuan rencana tata ruang; dan/atau 
c. kualitas bangunan yang tidak mernerruhi syarat. 

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a 
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan perrnukiman: 
a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam Rencana Detil Tata 

Ruang (RDTR), paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, 

dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/ atau 
b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas 

lingkungan dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), 
paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, 
ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep 
orientasi lingkungan, dan wajah jalan. 

BABIV 

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 

Bagian Kesatu 
Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh 

Pasal 5 
(1) Kriteria perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh merupakan kriteria 

yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu 
perurnahan dan permukiman. 

(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari: 
a. bangunan gedung; 
b. jalan lingkungan; 
c. penyediaan air minum; 
d. drainase lingkungan; 
e. pengelolaan air lirnbah; 
f. pengelolaan persampahan; dan 
g. proteksi kebakaran. 

g. Pola kemitraan, peran masyarakat dan kearifan local 
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Pasal 8 
(I) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mencakup: 
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan 

perumahan atau permukiman; dan/atau 
b. kualitas perrnukaan jalan lingkungan buruk, 

Pasal7 
(1) Dalarn ha! kabupaten Kolaka belurn rnemiliki RDTR dan/atau RTBL, maka 

penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan 
merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu 
sernentara. 

(2) Dalam ha! bangunan gedung tidak memiliki !MB dan persetujuan 
rnendirikan bangunan untuk jangka waktu sernentara, maka penilaian 
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh pemerintah 
daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan 
Gedung (TABG). 

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan 
ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan perrnukiman 
dengan: 

a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang melebihi ketentuan RDTR, 
dan/atau RTBL; dan/atau 

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) yang melebihi ketentuan dalam RDTR, 
dan/atau RTBL. 

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) hurufc merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan 
dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, 

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 
terdiri dari: 
a. pengendalian dampak lingkungan; 
b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/ atau di bawah tanah, 

air dan/ atau prasarana/ sarana umum; 
c. keselamatan bangunan gedung; 
d. kesehatan bangunan gedung; 
e. kenyamanan bangunan gedung; dan 
f. kernudahan bangunan gedung. 
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Pasal 10 
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagairnana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d mencakup: 
a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan 

sehingga rnenimbulkan genangan; 
b. kctidaktersediaan drainase; 
c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan; 
d. tidak dipelihara sehingga terjadi akurnulasi limbah padat dan cair di 

dalamnya; dan/ atau 
e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk. 

(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan 
sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a merupakan kondisi dirnana jaringan drainase lingkungan tidak 
mampu mengalirkan limpasan air schingga menimbulkan genangan dengan 
tinggi lebih dari 30 cm selama lebih dari 2 jam dan terjadi lebih dari 2 kali 

Pasal 9 

(1) Kriteria kekurnuhan ditinjau dari penyediaan air rrunum sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup: 
a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau 
b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai 

standar yang berlaku. 
(2) Ketidakterscdiaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf a rnerupakan kondisi dirnana rnasyarakat tidak dapat 
mengakses air minum yang merniliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, 
dan tidak berasa. 

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagairnana 
dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnerupakan kondisi dimana kebutuhan air 
minurn rnasyarakat dalam lingkungan perumahan atau perrnukiman tidak 
mencapai minimal sebanyak 60 liter/orang/hari. 

(2) Jaringan jalan lingkungan tidak mclayani seluruh lingkungan perurnahan 

atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan 
kondisi sebagian lingkungan perurnahan atau perrnukiman tidak terlayani 
dengan jalan lingkungan. 

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) huruf b merupakan kondisi sebagian a tau seluruh jalan lingkungan 
terjadi kerusakan permukaan jalan. 
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Pasal 11 
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup: 
a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan siandar teknis yang 

berlaku; dan/atau 
b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi 

persyaratan teknis. 
(2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang 

berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi 
dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau 
permukiman tidak memiliki sistern yang memadai, yaitu terdiri dari 
kakus/kloset yang terhubung dengan tangki septik baik secara 
individual/domestik, komunal maupun terpusat. 

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan 
teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi 
prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau 
permukiman dimana: 
a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau 
b. tidak tersedianya sistem pengolahan limbah setempat atau terpusat. 

setahun. 
(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

rnerupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak 

tersedia, 
(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal 
tidak terhubung dengan saluran pada hierarki diatasnya sehingga 
rnenyebabkan air tidak dapat mengalir dan menimbulkan genangan. 

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di 
dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi 
dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik bcrupa: 
a. pemeliharaan rutin; dan/atau 
b. pemeliharaan berkala 

(6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagairnana dimaksud 
pada ayat ( 1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi 
drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis atau 
penutup atau telah terjadi kerusakan 
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Pasal 12 
( l) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf f mencakup: 
a. prasarana dan sarana persarnpahan tidak sesuai dengan persyaratan 

teknis; 

b. siscem pengelolaan persarnpahan tidak memenuhi persyaratan 
teknis; dan/atau 

c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan 
sehingga terjadi pencernaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik 
sumber air bersih, tanah rnaupun jaringan drainase. 

(2) Prasarana dan sarana persarnpahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a rnerupakan kondisi dirnana 
prasarana dan sarans persampahan pada lingkungar: perurnahan atau 
permukiman tidak mernadai sebagai berikut: 
a. ternpat sarnpah dengan pernilahan sampah pada skala domcstik atau 

rumah tangga; 

b. ternpat pengumpulan sampah (TPS) atau TPS 3R (reduce, reuse, recycle) 

pada skala lingkungan; 
c. gerobak sampah dan/atau truk sarnpah pada skala lingkungan; 

dan 

d. ternpat pengolahan sarnpah terpadu (TPST) pacla skala lingkungan. 
(3) Sistem pengelolaan persarnpahan tidak memenuhi persyaratan teknis 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dirnana 
pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman 
tidak rnernenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. Pewadahan dan pemilahan domcstik; 
b. Pengumpulan lingkungan: 
c. Pengangkutan lingkungan; 
d. Pengolahan lingkungan. 

(4) Tidak terpeliharanya sarana clan prasarana pengelolaan persampahan 
sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik sumber 
air bersih, tanah maupun jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf c merupakan kondisi dirnana pemeliharaan sarana dan 
prasarana pengelolaan persampahan tidak clilaksanakan baik berupa: 
a. Perneliharaan rutin; clan/ atau 
b. Perneliharaan berkala, 
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Bagiau Kedua 
Tipologi Perurnahan Kurnuh dan Permukiman Kumuh 

Pasal 14 

(1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan 
pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan 
letak lokasi secara geografis. 

(2) Tipologi pcrumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman 
kumuh: 
a. di atas air; 
b. di tepi air; 
c. di dataran: 
d. di perbukitan; dan 
e. di daerah rawan bencana. 

(3) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi spesifik di dalam 
wilayah kabupaten Kolaka. 

Pasal 13 
(1) Kriteria kekumuhan ditinjau duri proteksi kebakaran sebagaimana 

dimaksud dalarn Pasal 5 ayat (2) huruf g mencakup ketidaktersediaan: 
a. prasarana proeksi kebakaran; dan/atau 
b. sarana proteksi kebakaran. 

(2) Ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya 
prasarana proteksi kebakaran yang meliputi: 
a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan; 
b. jalan lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan 

pemadam kebakaran; 
c. sarana kornunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran 

kepada Instansi pernadam kebakaran; dan 
d. data ten tang sistem proteksi kebakaran lingkungan. 

(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada 
ayat (I) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tcrsedianya prasarana 
proteksi kebakaran yang meliputi: 
a. Alat pernadarn api ringan (APAR); 
b. Mobil pompa; 

c. Mobil tangga sesuai kebutuhan: dan d. peralatan pendukung lainnya 
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Bagian Kedua 
Pengawasan dan Pengendalian 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 16 
(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 

huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap: 

a. penzman; 
b. standar teknis; clan 
c. kelaikan fungsi. 

(2) Pengawasan clan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan pada: 
a. tahap percncanaan; 
b. tahap pembangunan; dan 
c. tahap pcrnanfaatan. 

BABV 

PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERUMAHAN 

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH BARU 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 15 

Pencegahan terhadap turnbuh dan berkernbangnya perumahan kumuh dan 
perrnukiman kumuh baru dilaksanakan melalui: 
a. pengawasan dan pengendalian; 
b. pernberdayaan masyarakat. 

(4) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kurnuh sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) harus discsuaikan dengan alokasi peruntukan 
dalarn rencana tata ruang. 

(5) Dalarn hal rencana tata ruang tidak mengalokasikan kcberadaan tipologi 
perumahan kurnuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2), maka keberadaannya harus clipindahkan pada lokasi yang sesuai 
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Pasal 18 
( l) Pcngawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap: 

a. bangunan gedung; 
b. jalan lingkungan; 
c. penyediaan air minum; 
d. drainase lingkungan: 
e. pengclolaan air lirnbah; dan 
f. pengclolaan persampahan. 

(2) Pengawasan dan pengendalian kescsuaian tcrhadap standar teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap pernbangunan 
perumahan dan permukiman. 

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis 
sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan untuk menjamin: 
a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan standar 

teknis yang berlaku; 
b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun scsuai 

kctentuan standar teknis yang berlaku, 

Paragraf 2 
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 17 
(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) huruf a meliputi: 

a. izin prinsip; 
b. izin lokasi; 
c. izin penggunaan pemanfaatan tanah; 
d. izin mendirikan bangunan; dan 
e. izin lain berdasarkan keccntuan peraturan perundang- undangan. 

(2) Pcngawasan dan pengendalian kcsesuaian terhadap perizinan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap perencanaan perurnahan dan 

permukiman. 
(3j Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin: 
a. kcsesuaian lokasi perumahan dan perrnukirnan yang direncanakan 

dengan rencana tata ruang: dan 
b. keterpaduan rencana pcngembangan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku. 
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Paragraf 3 
Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian 

Pasal 21 
Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya 
perumahan kurnuh dan permukiman kurnuh baru sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara: 

a. pemantauan; 
b. evaluasi: dan 
c. pelaporan. 

Pasal 20 
Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 
18, dan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan. 

Pasal 19 
(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kclayakan Iungsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat ( 1) huruf c dilakukan terhadap: 
a. bangunan gedung; 
b. jalan lingkungan; 
c. penyediaan air minum; 
d. drainase lingkungan; 
e. pengelolaan air limbah; dan 
f. pengelolaan persarnpahan. 

(2) Pengawasan dan pengendalian kosesuaian terhadap kelayakan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan pada tahap pemanfaatan 
perumahan dan pcrmukiman. 

(3) Pengawasan dan pcngendalian kcsesuaian terhadap kelayakan fungsi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin: 
a. kondisi sistern pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi scrta 

kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan 
kebutuhan fungsionalnya masing-rnasing: 

b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana 
dan utilitas umum dalam perumahan dan perrnukirnan ; 

c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan 
utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing-masing. 

c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta 
kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis yang 
berlaku. 
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Pasal 23 
(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan turnbuh dan berkembangnya 

perurnahan kumuh dan perrnukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara tcrukur dan 
obyektif terhadap hasil pemantauan. 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. 

(3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman 
dan pengetahuan memadai dalam ha! pencegahan dan peningkatan kualitas 
terhadap perumahan kumuh dan perrnukiman kurnuh. 

(4) Evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai 
kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap: 
a. perizinan pada tahap perencanaan; 
b. standar tcknis pada tahap pembangunan; dan/atau 
c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan. 

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1) disertai dengan 
rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh 
dan permukiman kurnuh baru. 

Pasal22 
(1) Pemantauan terhadap turnbuh dan berkembangnya perumahan kumuh 

dan permukiman kurnuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf 
a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan sccara: 

a. langsung; dan/atau 
b. tidak langsung. 

(2) Pemantauan se bagaimana dimaksud pada ayat (ll dilaksanakan 
oleh pernerintah daerah dengan melil>atkan peran masyarakat. 

(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dilakukan melalui pengarnatan lapangan pada lokasi yang diindikasi 
berpotensi menjadi kumuh. 

(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (I) 

huruf b dilakukan berdasarkan: 
a. data dan informasi mengenai lokasi kumuh yang ditangani. 
b. pengaduan masyarakat maupun media massa. 

(5) Pernantauan terhadap tumbuh dan berkernbangnya perumahan kumuh 
dan perrnukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental. 
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Paragraf 2 
Pendampingan 

Pasal26 
(1) Pendampingan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 25 huruf a dimaksud 

untuk meningkatkan kapasitas rnasyarakat melalui fasilitasi pembentukan 
dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok swadaya masyarakat. 

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 
pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk : 
a. penyuluhan; 
b. pembimbingan; dan 
c. bantuan teknis, 

Bagian Ketiga 
Pemberdayaan Masyarakat 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal 25 
Pernbcrdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 15 huruf b 
dilakukan tcrhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan 
permukiman melalui: 
a. pendampingan; dan 
b. pelayanan informasi. 

Pasal 24 

(l) Pelaporan dalam rangka pericegahan tumbuh dan berkembangnya 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 hurufc merupakan kegiatan penyampaian hasil pernantauan 

dan evaluasi. 

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan oleh 
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat. 

(3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman dan 
pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan kualitas 
terhadap perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh. 

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (I) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan 
upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan 
permukiman kurnuh baru sesuai kebutuhan. 

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat disebarluaskan kepada masyarakat. 



Pa:,t,l 29 
(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c 

merupakan kegiatan untuk mernberikan bantuan yang bersifat teknis 

berupa: 
a. lisik; dan 

b. non-fisik. 

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

huruf a meliputi: 
a. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan bangunan gedung; 
b. fasilitasi pemeliharaan, dan/ a tau perbaikan jalan lingkungan; 
c. fasilitasi pemeliharaan, dan/ atau perbaikan drainase lingkungan; 
d. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air 

minurn; 
e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana air 

limbah; dan/ a tau 
f. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana 

persarnpahan. 

Pasal 28 

(1) Pembimbingan sebagairnana dirnaksud dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) 

huruf b merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan 
mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu 
terkait penccgahan terhadap turnbuh dan berkembangnya perumahan 
kurnuh dan permukiman kumuh. 

(2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: 
a. pembimbingan kepada kelornpok. masyarakat; 
b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan 
c. pembimbingan kepada dunia usaha. 

(3) Penyuluhan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dapat menggunakan alat 
bantu dan/atau alat peraga. 

Pasal 27 
(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a 

merupakan kegiatan untuk memberikan inforrnasi dalam meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap 
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialiasi 

dan diseminasi. 
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paragraf 3 
Pelayanan lnforrnasi 

Pasal 31 
(1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 25 huruf b 

merupakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk 
pembcritaan hal-hal tcrkait upaya pencegahan perumahan kurnuh dan 
permukiman kurnuh. Pelayanan infonnasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. rencana tata ruang; 
b. pcnataan bangunan dan lingkungan; 

Pasal30 
Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan dengan 
ketentuan tata cara sebagai berikut: 
a. pendarnpingan dilaksanakan oleh pemerintah daerah melalui satuan kerja 

perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan perumahan dan 
permukirnan; 

b. pendampingan dilaksanakan secara berkala untuk mencegah tumbuh dan 
berkernbangnya perumahan kurnuh clan permukiman kumuh baru; 

c. pendampingan dilaksanakan dengan melibatkan ahli, akadernisi 
dan/atau tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan dan pengalaman 
memadai dalarn hal pencegahan clan pcningkatan kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 
cl. penclampingan dilaksanakan dengan menentukan lokasi perumahan clan 

permukiman yang membutuhkan pendampingan; 
e. pendarnpingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu mempelajari 

pelaporan basil pemantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik secara 
berkala rnaupun sesuai kebutuhan atau insidental; 

f. pendarnpingan dilaksanakan bcrdasarkan rencana pelaksanaan dan 
alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. 

(3) Bantuan teknis dalarn bentuk non-fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b meliputi: 
a. Iasilitasi penyusunan perencanaan; 
b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria; 
c. fasilitasi penguatan kapasitas kdembagaan; 
d. fasilitasi pengembangan alternatif pernbiayaan; clan/at.au 
e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pernerintah swasta. 
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Bagian Kedua 
Penetapan Lokasi 

Paragraf 1 
Um um 

Pasal34 
(1) Penetapan Jokasi perurnahan kurriuh dan permukiman kumuh wajib 

didahului proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan 
melibatkan peran masyarakat 

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses: 
a. iden tifikasi lokasi; dan 
b. penilaian lokasi. 

(3) Penetapan Jokasi dilakukan oleh pemerintah daerah dalam bentuk 
keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil penilaian lokasi. 

(4) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan pcnanganan 

BAB VI 

PENINGK.ATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUM UH DAN 

PERMUKIMAN KUMUH 

Bagian Kesatu 
Um um 

Pasal 33 
(1) Peningkatan kualitas terhadap perurnahan kurnuh dan perrnukiman 

kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan penanganan 
(2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan 
pengclolaan untuk mempertahanknn dan menjaga kualitas perumahan dan 
permukiman secara berkelanjutan. 

Pasal 32 
(1) Pemerintah daerah menyampaikan informasi melalui media elektronik 

dan/atau cetak. 
(2) lnformasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa yang 

mudah dipahami. 

c. perizinan; dan 
d. standar perumahan dan permukiman. 

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
pemerintah daerah untuk mcmbuka akses informasi bagi masyarakat. 
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Pasal37 
(1) ldentifikasi satuan perumahan dan/atau permukiman sebagaimana 

dimak.sud dalam Pasal 35 ayat (2) merupakan upaya untuk menentukan 
batasan atau lingkup entitas pcrumahan dan perrnukiman formal atau 
swadaya dari setiap lokasi dalam suaiu wilayah kabupatcn j kota. 

(2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal dilakukan dengan 
pcndckatan fungsional melalui identifikasi deliniasi. 

Pa::,al 36 
(1) Prosedur pendataan identifikasi lok asi perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh scbagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) pada dilakukan oleh 
pemerintah daerah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan permukiman. 

(2) Prosedur pendataan sebagaimana climaksud pada ayat (1) dilakukan dengan 
melibaikan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi scbagai 
perurnahan kumuh dan permukiman kumuh. 

(3) Pemerintah daerah sebagairnana dirnak sud pada ayat ( l) menyiapkan 
prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi pcrumahan kumuh 
dan perrnukiman kumuh. 

(4) Ketentuan mengenai prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh tercantum dalam Lampiran I 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 35 
( l) ldentifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b 

dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan 
kumuh dan perrnukiman kumuh. 

(2) Proses identifikasi lokasi didahului dengan identifikasi satuan perumahan 
dan permukiman. 

(3) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) , rneliputi 
iden tifikasi terhadap: 
a. kondisi kekumuhan; 
b. legalitas lahan; dan 
c. pcrtimbangan lain. 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat. 
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Pa:,al 39 
(1) Identifikasi legalitas lahan scbagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 ayat (3) 

huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status legalitas 
lahan pada setiap lokasi perurnahan kumuh dan perrnukiman kurnuh 
sebagai dasar yang menentukan bentuk penanganan. 

(2) ldentifikasi lcgalitas lahan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) rneliputi 
aspek: 
a. kejelasan status penguasaan lahan, dan 
b. kesesuaian dengan rencana tata ruang. 

(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a rnerupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan berupa: 
a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas tanah 

atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah; atau 
b. kepemilikan pihak lain (terrnasuk milik adat/ulayat), dengan bukti izin 

pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pernilik tanah 
dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak alas tanah atau 
pemilik tanah dengan pengguna tanah. 

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b merupakan kescsuaian terhadap peruntukan lahan dalam rencana 
tata ruang, dengan bukti Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK). 

Pasal 38 
(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 35 ayac 

(3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada 
suatu perumahan dan perrnukiman dengan menemukan permasalahan 
kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya, 

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan kriteria perumahan kumuh dan permukiman 
kurnuh. 

(3) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) untuk pcrumahan dan permukiman swadaya dilakukan 
dengan pendekatan administratif. 

(4) Pencntuan satuan perurnahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dilakukan dengan pendekatan adrninistratif pada tingkat rukun warga. 
(5) Penentuan satuan permukirnan swadaya sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dilakukan dengan pendekatan adrninistratif pada tingkat 
kelurahan/ desa. 
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Pasal 41 
(1) Penilaian lokasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b 

dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan 
terhadap aspek: 
a. kondisi kekumuhan; 
b. legalitas lahan; dan 
c. pertimbangan Jain. 

Pasal 40 
(1) ldentifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat 

(3) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa ha] lain yang 
bersifat non fisik untuk rnenentukan skala prioritas penanganan 
perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh. 

(2) ldentifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi aspek: 
a. nilai strategis lokasi; 
b. kependudukan; dan 
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. 

(3) Nilai strategis Jokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
merupakan pertirnbangan letak lokasi perurnahan atau permukiman pada: 
a. fungsi strategis kabupaterr/kota; atau 
b. bukan fungsi strategis kabupaten/kota. 

(4) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan 
pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perurnahan atau 
permukiman dengan klasifikasi: 
a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwa/ha; 
b. sedang yaitu kepadatan penduduk antara 151 - 200 jiwa/ha; 
c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201 - 400 jiwa/ha; 
d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwa/ha; 

(5) Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan 
atau permukiman berupa: 
a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam rnendukung 

pem bangunan; 
b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertcntu yang bersifat 

strategis bagi masyarakat seternpat; 
c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu 

yang dirniliki masyarakat scternpat. 
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Pasal 43 
(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat dilengkapi 

dengan: 
a. tabcl daftar lokasi pcrumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan 
b. pcta sebaran perumahan kurnuh dan perrnukiman kumuh. 

Paragraf 2 
Ketenruan Penetapan Lokasi 

PaHal42 
(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan 

hasil penilaian lokasi. 
(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) berdasarkan 

kondisi kekurnuhan, aspek legalitas lahan, can tipologi digunakan sebagai 
pertirnbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh. 
(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan aspek 

pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan prioritas 
penanganan. 

(2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) huruf a rnengklasifikasikan kondisi kekumuhan 

sebagai berikut: 
a. ringan; 
b. sedang; dan 
c. berat. 

(3) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas lahan scbagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf b terdir-i atas klasifikasi: 
a. status lahan legal; dan 
b. status lahan tidak legal. 

(4) Penilaian berdasarkan aspck pertimbangan lain sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( l) huruf c terdiri atas: 
a. pertimbangan lain kategori rendah; 
b. pertimbangan lain kategori sedang; dan 
c. pertimbangan lain kategori tinggi. 

(5) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung berdasarkan 
formulasi sebagaimana tercanturn dalam Lampiran II yang rnerupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
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Pasal 45 
(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) 

dilakukan melalui tahap: 

a. persiapan; 
b. survei; 
c. penyusunan data dan fakta; 
d. analisis; 
e. pcnyusunan konsep penanganan; dan 
f. penyusunan rencana penanganan. 

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, 
dan/ a tau jangka panjang beserta pembiayaannya. 

(3) Rencana penanganan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan 
dalam bentuk peraturan bupati Kolaka sebagai dasar penanganan 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 

dan/ a tau luasan perumahan kumuh dan perrnukirnan kurnuh sebagai hasil 
dari penanganan yang telah dilakukan. 

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

proses pendataan. 
(4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati Kolaka. 

untuk rnengetahui pengurangan jumlah lokasi daerah pernerintah 

Pasal 44 
(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dilakukan 

peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (Lima) tahun. 
(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan oleh 

(2) Tabcl daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berisi data 
terkait nama lokasi, luas, lingkup adrninistratif, titik koordinat, kondisi 
kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk setiap lokasi 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ditctapkan. 

(3) Prioritas penanganan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan 

hasil penilaian aspek pertimbangan lain. 
(4) Peta seoaran lokasi sebagairnana dimaksud pada ayat (I) huruf b, dibuat 

dalam suatu wilayah kabupaten Kolaka berdasarkan tabel daftar lokasi. 
(5) Format kelengkapan penetapan lokusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur lebih lanjut dalam Lampiran Ill. 
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Pasal 47 
Pola-pola penanganan sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 46 ayat (1) diatur 
dengan ketentuan: 

a. dalam ha! lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status 
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan; 

b. dalarn hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status 
lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman 

kernbali; 
c. dalam hal lokasi merniliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan 

status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah 
peremajaan; 

ct. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan 
status lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah 
pernukirnan kernbali; 

e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekurnuhan ringan dengan 

Bagian Ketiga 
Pola-pola Penanganan 

Paragraf 1 
Urn um 

Pasal 46 
(1) Pola-pola penanganan didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi 

kekumuhan dan aspek legalitas lahan. 
(2) Pola-pola penanganan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) direncanakan 

dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh. 
(3) Pola-pola penanganan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. pemugaran; 
b. peremajaan; dan 
c. pemukiman kembali. 

(4) Pelaksanaan pemugaraan, perernajaan, dan/atau pemukiman kembali 
dilakukan dengan memperhatikan a.ntara lain: 

a. hak keperdataan masyarakat terdampak; 
b. kondisi ekologis lokasi; dan 
c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak. 

(5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh 
Pernerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan 

melibatkan peran masyarakat. 
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Paragraf 2 
Pernugaran 

Pasal 49 
(1) Pemugaran sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf a 

dilakukan untuk perbaikan danr atau pembangunan kcmbali perurnahan 
dan permukiman menjadi perumahan dan perrnukiman yang Jayak huni. 

Pasal48 
Pola-pola penanganan perumahan kurnuh dan pcrmukiman kurnuh dengan 
mempertimbangkan tipologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) 
diarur dengan ketentuan: 
a. dalam ha! lokasi termasuk dalam tipologi perurnahan kurnuh dan 

perrnukirnan kumuh di atas air, maka penanganan yang dilakukan harus 
mernperhatikan karakteristik daya guna, daya dukung, daya rusak air serta 

kelcstarian air; 
b. dalam ha! lokasi termasuk dalarn tipologi perurnahan kurnuh dan 

perrnukiman kumuh di tcpi air, maka penanganan yang dilakukan harus 
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air 

serta kelestarian air dan tanah; 
c. dalam hal lokasi terrnasuk dalam tipologi perumahan kurnuh dan 

perrnukiman kumuh di dataran, rnaka penanganan yang dilakukan harus 
memperhatikan karakteristik daya dukung tanah, jenis tanah serta 

kelestarian tanah; 
d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus 
mernperhatikan karakteristik kelcrengan, daya dukung tanah, jenis tanah 

serta kelestarian tanah; 
e. dalam ha! lokasi terrnasuk dalarn tipologi perurnahan kumuh dan 

permukirnan kumuh di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang 
dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya dukung 

tanah, jenis tanah serta kelestarian tanah. 

pemugaran; 
f. dalam ha! lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan 

status lahan ilegal, maka pola pcnanganan yang dilakukan adalah 
pernukiman kembali. 

status lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah 
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Paragraf 3 

Peremajaan 
PasalSl 

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) huruf b 
dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman 
yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan 

masyarakat sekitar. 
(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui 

pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, 
prasarana, sarana, clan/ atau utilitas um um. 

(3) Perernajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan 
terlebih dahulu menyediakan ternpat. tinggal sementara bagi masyarakat 
terdampak. 

Pasal 50 
(1) Pernugaran pada tahap pra kcnstruksi sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 

49 ayat (3) huruf a meliputi: 
a. identifikasi permasalahan clan kajian kebutuhan pemugaran; 
b. sosialisasi clan rembuk warga pada rnasyarakat terdampak; 
c. pendataan masyarakat terdampak; 
d. penyusunan rencana pcmugaran; clan 
e. musyawarah untuk penyepakatan. 

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 
ayat (3) huruf b meliputi: 
a. proses pelaksanaan konsrruksi; dan 
b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi. 

(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c meliputi: 
a. pemanfaatan; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan 
perbaikan rurnah, prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum untuk 
mengembalikan fungsi sebagaimana semula 

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap: 

a. pra konstruksi; 
b. konstruksi; dan 
c. pasca konstruksi. 
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Pasal 53 
(1) Pernukiman kembali sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 46 ayat (3) huruf 

c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, 
(2) Perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan 

dan kearnanan penghuni dan masyarakat. 
(3) Pemukiman kernbali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

melalui tahap: 
a. pra konstruksi; 

Paragraf 4 
Pcmukiman Kernbali 

Pasal 52 
(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagairnana dimaksud dalarn Pasal 

51 ayat (4) huruf a meliputi: 
a. identifikasi perrnasalahan dan kajian kebutuhan peremajaan; 
b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak; 
c. sosialisasi dan rernbuk warga pada masyarakat terdampak; 

d. pendataan masyarakat terdampak; 
e. penyusunan rencana perernajaan; dan 
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. 

(2) Pcrernajaan pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
51 ayat (4) huruf b meliputi: 
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil 

kesepakatan; 
b. penghunian sernentara masyarakat terdarnpak pada lokasi lain; 
c. proses pelaksanaan konstruksi perernajaan pada lokasi perrnukiman 

eksisting; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan 

e. proses penghunian kernbali masyarakat terdampak. 
(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c meliputi: 
a. pernanfaatan; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 

(4) Peremajaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap: 

a. pra konstruksi; 
b. konstruksi; dan 
c. pasca konstruksi. 
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Bagian Keernpat 

Pengelolaan 
Paragraf l 

Umum 
Pasal 55 

(1) Pasca peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukirnan 
kurnuh dilakukan pengelolaan untuk rnempertahankan dan menjaga 

Pasal 54 
(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagairnana dimaksud 

dalarn Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi: 
a. kajian pemanfaatan ruang dan/atau kajian lega1itas Laban; 
b. penghunian sementara untuk rnasyarakat di perumahan dan 

permuk.iman kumuh pada lokasi rawan bencana; 
c. sosialisasi dan rembuk warga pada rnasyarakat terdampak; 
d. pendataan masyarakat terdampak; 
e. penyusunan rencana pcmukiman baru, rencana pembongkaran 

pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman kcrnbali; 

dan 
f. musyawarah dan diskusi penyepakatan. 

(2) Pernukirnan kembali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi: 
a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdarnpak berdasarkan hasil 

kesepakatan; 
b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru; 
c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan 

permukiman baru; 
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pernukiman 

kembali; 
e. proses penghunian kembali masyarakat terdampak; dan 
f. proses pembongkaran pada lokasi pernukiman eksisting. 

(3) Pernukirnan kernbali pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c meliputi: 
a. pemanfaatan; dan 

b. pemeliharaan dan perbaikan. 

b. konstruksi; dan 
c. pasca koristruksi. 
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Paragraf 2 

Pemeliharaan 
Pasal 56 

( 1) Pcmeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas um um 
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui perawatan 

dan perneriksaan secara berkala. 
(2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib 

dilakukan oleh setiap orang. 
(3) Pemeliharaan prasarana, sarana, clan utilitas umum untuk pcrumahan, dan 

permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau setiap 

orang. 
(4) Perneliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan huriian wajib 

dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan hukum. 
(5) Pcrneliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh 

pernerintah, pcmerintah daerah, dan/acau badan hukum 

kualitas perurnahan dan perrnukiman secara berkelanjutan. 
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

rnasyarakat secara swadaya. 
(3) Pcngelolaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. pembcntukan kelompok swadaya masyarakat; dan 
b. pemeliharaan dan perbaikan. 

(4) Pengelolaan dapat difasilitasi olch pernerintah daerah untuk meningkatkan 
keswadayaan rnasyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman 
layak huni. 

(5) Fasilitasi sebagairnana dimaksud pada ayat 5) dilakukan dalarn berituk: 
a. penyediaan dan sosialisasi norrna, standar , pedornan, dan kriteria; 
b. pemberian birnbingan, pelatihan/pcnyuluhan, supervisi, dan 

konsultasi; 
c. pernberian kemudahan dan/ atau banruan; 
d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara pcriodik atau sesuai 

kebutuhan; 
e. pelaksanaan kajian perumahan dan perrnukiman; dan/atau 

f. pengembangan sistem inforrnasi dan komunikasi. 
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negara; 
b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah; 
c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pernilik tanah; 
d. pernanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau 

milik daerah sesuai dengan ke tentuan peraturan perundang-undangan; 

Pasal59 
(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

permukiman kurnuh merupakan salah satu pcngadaan tanah untuk 

pembangunan bagi kepentingan umum. 
(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan 

permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

melalui: 
a. pernberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai 

BAB VII 

PENYEDIAAN TANAH 

Pasal 58 
(1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bcrtanggung jawab atas 

penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perurnahan kumuh 

dan kawasan permukiman kumuh. 
(2) Ketcrsediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrrnasuk 

penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung 

jawab pernerintahan daerah. 

Pasal 57 
(1) Perbaikan rurnah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 55 ayat (4) dilakukan melalui rehabilitasi atau 

pemugaran. 
(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang. 
(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan 

permukiman wajib dilakukan oleh pernerintah daerah dan/ atau seuap 

orang. 
(4) Perbaikan sarana dan utilitas urnurn untuk lingkungan hunian wajib 

dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau setiap orang. 
(5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh 

Pernerintah, pernerintah daerah, dan/atau badan hukum. 

Paragraf 3 

Perbaikan 
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BAB IX 

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH 

Bagian Kesatu 
Umum 

Pasal 61 
( l) Pencegahan clan peningkatan kualitas terhaclap perumanan kumuh dan 

permukiman kumuh wajib dilakukan olch pemerintah daerah. 
(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) 

pemerintah daerah melakukan koordinasi clengan Pernerintah clan 
pemerintah provinsi. 

BAB Vlll 

PENDANMN DAN SISTEM PEMB!AYAAN 

Pasal60 
(1) Pendanaan dimaksudkan unruk menjamin kemudahan pembiayaan 

pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukirnan 
kumuh. 

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung 

jawab pemerintah daerah. 
(3) Pendanaan sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh 

Pemerintah dan/atau pemerintah provinsi. 
(4) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: 

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau 
c. surnber dana lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
(5) Sistem pcmbiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan 

peningkatan kualitas perumahan kurnuh dan permukiman kurnuh 
clirumuskan dalam rencana penanganan yang ditetapkan 

dalarn peraturan kepala daerah. 

dan/atau 

e. pendayagunaan tanah ncgara bekas tanah terlantar. 

(3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 
sesuai dengan ketentuan peraiuran perundang- undangan. 



Bagian Ketiga 
Kewajiban Pemerintah Daerah 

Pasal 63 
(1) Kewajiban perncrintah daerah dalam pencegahan terhadap tumbuh dan 

berkernbangnya perumahan kuinuh dan permukiman kumuh dilakukan 

pada tahap: 

miskin dan masyarakat berpenghasilan rcndah; 
g. rnclakukan pernbinaan terkait peran masyarakat dan kearifan lokal di 

bidang perumahan dan perrnukiman; serta 
h. rnclakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pcncegahan dan 

peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. 
(2) Pelaksanaan fungsi sebagairnana dirnaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 

satuan kerja perangkat daerah sesuai kewenangannya. 
(3) Pemerintnh daerah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program antar 

satuan kerja perangkat daerah. 
(4) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi program dilakukan rnelalui 

pembentukan tim koordinasi tingkat daerah. 

masyarakat dan masyarakat, khususnya masyarakat miskin 

berpenghasilan rendah; 
f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap masyarakat 

Bagian Kedua 
Togas Pernerintah Daerah 

Pasal62 
(l) Dalarn rnelaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan permukiman kumuh , pemerintah daerah memiliki 

tugas: 
a. merumuskan kebijakan dan strategi kabupaten/kota serta rencana 

pernbangunan kabupaten/kota terkait pencegahan dan peningkatan 
kualitas perurnahan kumuh dan perrnukiman kumuh; 

b. melakukan survei dan pendataan skala kabupaten/kota mengenai lokasi 
perurnahan kurnuh dan permukiman kumuh; 

c. melakukan pernberdayaan kepada masyarakat; 
d. melakukan pcmbangunan kawasan perrnukirnan serta sarana dan 

prasarana dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas 
perumahan kumuh dan permukiman kumuh; 

e. melakukan pembangunan rumah dan perurnahan yang layak huni bagi 
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Pasa164 
{ 1) Kewajiban pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas terhadap 

pcrurnahan kurnuh dan perrnukiman kumuh dilakukan pada tahap: 

a. penetapan lokasi; 
b. perianganan; dan 
c. pengelolaan. 

(2) Kcwajiban pemerintah daerah pada tahap penetapan lokasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a mcliputi: 
a. melakukan identifikasi lokasi perurnahan kurnuh dan perrnukiman 

kumuh melalui survei lapangan dengan melibatkan peran masyarakat; 
b. melakukan penilaian lokasi perumahan kurnuh dan permukiman kumuh 

sesuai kriteria yang telah ditentukan; 
c. melakukan penetapan lokasi perumahan kurnuh dan permukirnan 

kumuh rnelalui keputusan kepala daerah; dan 
d. melakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perurnahan 

kumuh dan permukiman kumuh setiap tahun. 

a. pengawasan dan pcngendalian; dan 
b. pemberdayaan masyarakat. 

(2) Kewajiban pcmerintah dacrah pada tahap pengawasan dan pengendalian 
sebagaimana dimaksud pad a ayat { l) huruf a meliputi: 
a. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian 

perizinan pada tahap perencanaan perurnahan dan permukiman; 
b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian ierhadap kesesuaian 

standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; 

dan 
c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian 

kelaikan fungsi pada tahap pcmanfaatan perumahan dan permukiman. 
(3) Kewajiban pemerintah daerah puda tahap pemberdayaan masyarakat 

sebagaimana dimaksud pad a ayal ( 1) huruf b meliputi: 
a. memberikan pendampingan kcpada masyarakat untuk mcningkaikan 

kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh 
dan berkembangnya perurnahan kumuh dan permukiman kurnuh, 
melalui penyuluhan, pembirnbingan dan bantuan teknis; dan 

b. memberikan pelayanan inforrnasi kepada masyarakat rnengenai rencana 
tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman 
serta pernbcritaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh 

dan perrnukiman kurnuh. 
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Bagian Keempat 
Pola Koordinasi 

Pasal 65 
(l) Pernerintah daerah dalam rnelaksanakan tugas dan kewajibannya, 

melakukan koordinasi dengan pemerintah clan pemerintah provinsi. 
(2) Koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) meliputi: 
a. a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan stratcgi kabupaten/koia 

dalam pencegahan dan peningkatan kualitas tcrhadap perumahan kumuh 
dan permukiman kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan 

nasional; 
b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perurnahan kurnuh 

dan permukiman kurnuh kepada pernerintah provinsi dan Pemerintah; 

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perurnahan 
kurnuh dan permukiman kumuh di kabupaten/kota dengan rcncana 

pernbangunan provinsi dan nasional; dan 
d. memberikan perrnohonan fasilitasi dan bantuan tcknis dalam bentuk 

pcmbinaan, perencanaan dan pernbangunan tcrkait pencegahan 
dan peningkatan kualitas terhadap perurnahan kumuh dan permukiman 

kumuh. 

(3) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap penanganan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b meiiputi: 
a. melakukan perencanaan penanganan terhadap perumahan kurnuh 

dan permukiman kumuh; 
b. melakukan sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan 

pcnanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kurnuh; dan 
c. mclaksanakan pcnanganan terhadap pcrumahan kurnuh dan 

permukiman kumuh melalui pola-pola pernugaran, pcremajaan, clan/atau 

pemukiman kembali. 
(4) Kewajiban pemerintah daerah pada tahap pengelolaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: 
a. melakukan pernbcrdayaan kepada masyarakat untuk mcmbangun 

partisipasi dalarn pengelolaan; 
b. memberikan fasilitasi dalam upaya pembentukan kelompok swadaya 

rnasyarakat; dan 
c. memberikan fasilitasi dan bantuan kepada masyarakat dalarn upaya 

pemeliharaan clan perbaikan. 
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Bagian Kedua 
Peran Masyarakat 

Paragraf I 

Peran Masyarakat Dalam Pencegahan 
Pasal 67 

(1) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan 
berkembangnya perumahan kurnuh dan permukiman kurnuh dilakukan 

pada tahap: 
a. pengawasan dan pengendalian; dan 
b. pemberdayaan masyarakat. 

(2) peran masyarakat dalarn peningkatan kualitas terhadap perumahan 
kurnuh dan perrnukirnan kumuh dilakukan pada tahap: 
a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perumahan 

kumuh dan permukiman kumuh; 
b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh; dan 
c. pengelolaan perumahan kurnuh dan permukiman kumuh. 

Pasal 68 
Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan dalarn bentuk: 
a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, 

perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut 
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian 
kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perurnahan dan 

BABX 
POLA KEM!TRAAN, PERAN MASYARAKAT, DAN KEARIFAN LOl<AL 

Bagian Kesatu 
Pola Kernitraan 

Pasal66 
Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan dalarn 
upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh yaitu: 
a. kemitraan antara Pemcrintah dan/atau pemerintah daerah dengan badan 

usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan 
b. kernitraan antara Pernerintah clan/ atau pemerintah daerah dengan 

masyarakat. 
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Paragraf 2 
Peran Masyarakat Dalarn Peningkatan Kualitas 

Pasal 70 
Peran rnasyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kurnuh 

dan permukiman kurnuh dilakukan pada tahap: 
a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perurnahan kumuh dan 

perrnukirnan kumuh; 
b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman 

kumuh; dan 
c. pengclolaan perumahan kumuh dun permukiman kumuh. 

Pasal69 
Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan rnasyarakat sebagaimana 
dimaksud dalarn Pasal 67 ayat (1) huruf a dilakukan dalarn bentuk: 
a. berpartisipasi aktif dalarn berbagai kegiatan penyuluhan, pernbimbingan, 

dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah 
provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan 

partisipasi dalarn rangka 
b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkernbangnya perumahan kurnuh dan 

perrnukiman kurnuh; dan 
c. memanfaatkan dan turut mernbantu pelayanan inforrnasi yang diberikan 

oleh Pernerintah, pernerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah 
mengenai rencana tata ruang, perixinan dan standar teknis perumahan dan 
perrnukiman serta pernbcritaan hal-hal terkait upaya pencegahan 

perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh. 

permukiman di lingkungannya; 
b. berpartisipasi aktif rnenjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan 

perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut 
membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengcndalian 
kesesuaian standar teknis dari pernbangunan bangunan, perumahan dan 

permukiman di lingkungannya; dan 
c. berpartisipasi aktif rnenjaga kescsuaian kelaikan Iungci dari bangunan, 

perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut 
mernbantu pernerintah daerah clalam pengawasan dan pengendalian 
kesesuaian kelaikan fungsi dari pernanfaatan bangunan, perumahan dan 

perrnukiman di lingkungannya. 
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Pasal72 
(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan 

kumuh dan perrnukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 

huruf b, dapat dilakukan dalam proses: 
a. pernugaran atau peremajaan; dan 
b. pernukiman kembali; 

(2) Dalam proses pemugaran atau perernajaan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat: 
a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada 

masyarakat yang terdampak; 
b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan 

Pas,tl 71 
(1) Dalam pcnctapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a, 

masyarakat dapat: 
a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kurnuh dan 

permukiman kurnuh, derigan rnengikuti survei lapangan dan/atau 
memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku; dan 

b. berpartisipasi dalarn memberikan pendapat terhadap hasil penetapan 
lokasi perumahan kumuh dan permukiman kurnuh dengan dasar 
pertimbangan berupa dokumcn atau data dan informasi terkait yang 
telah diberikan saat proses pendataan. 

(2) Dalarn perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 nuruf a, 

masyarakat dapat: 
a. berpartisipasi aktif dalam pernbahasan yang dilaksanakan pada cahapan 

perencanaan penanganan perumahan kurnuh dan permukiman kurnuh 

yang dilakukan oleh pernerintah daerah; 
b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang 

berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh 

dan perrnukirnan kurnuh; 
c. mernberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana 

penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi 

terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau 
d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap basil penetapan 

rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kurnuh 

dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan 
informasi terkait yang telah diajukan dalam proses penyusunan rencana. 
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Pasa173 
Dalarn tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh 

sebagairnana dimaksud dalam dalam Pasal 70 huruf c, masyarakat dapat: 
a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pernerintah daerah dalarn 

pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kurnuh dan 

permukiman kumuh yang telah tertangani; 
b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalarn kelompok swadaya 

rnasyarakat pada upaya pemelihuraan dan perbaikan baik berupa dana, 

tenaga maupun material; 

rencana pemugaran dan peremajaan; 
c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan perernajaan, 

baik berupa dana, tenaga maupun material; 
d. membantu pemerintah daerah dalarn upaya penyediaan lahan yang 

berkaitan dengan proses pemugaran da.n peremajaan tcrhadap rurnah, 
prasarana, sarana, dan/atau utilitas umum; 

e. membantu menjaga ketertiban dalam pclaksanaan pemugaran dan 

peremajaan; 
f. mencegah perbuatan yang dapat merigharnbat atau menghalangi 

proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/atau 
g. melaporkan perbuatan sebaguirnana dimaksud pada huruf I, kepada 

instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat 

berjalan lancar. 
(3) Dalam proses pemugaran atau perernajaan sebagairnana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat: 
a. berpartisipasi aktif dalarn sosialisasi dan rembuk warga pada 

masyarakat yang terdampak; 
b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan 

rencana permukiman kembali; 
c. membantu pemerintah daerah dalarn penyediaan lahan yang 

dibutuhkan untuk proses pernukirnan kernbali; 

d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemukiman kembali; 
e. berpartisipasi dalam pelaksanaan pernukiman kembali, baik berupa 

dana, tenaga maupun material; 
f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi 

proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/atau 
g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada 

instansi berwenang agar proses pernukirnan kernbali dapat berjalan 

lancar. 
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Bagian Ketiga 
Kearifan Lokal 

Pa,,al 75 

(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norrna yang 
mengandung kebijaksanaan dalarn berbagai perikehidupan masyarakat 

setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur. 
(2j Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dacrah 

perlu dilakukan dengan mempenimbangkan kearifan lokal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat sctcmpat dcngan 
tidak bertentangan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan lebih lanjut rnengenai pertimbangan kearifan lokal dalam 
peningkatan kualitas pcrumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah 
dapat diatur lebih lanjut dalam pcraturan daerah. 

Paragraf 3 
Kelompok Swadaya Masyarakat 

Pasal 74 

(1) Pelibatan kelompok swadaya rnasyarakat merupakan upaya untuk 
mengoptimalkan peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap 

perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh. 
(2) Kelompok swadaya rnasyarakat dibentuk oleh rnasyarakat secara swadaya 

atau atas prakarsa pemerintah. 
(3) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan 

dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat yang sejcnis. 
(4) Pernbentukan kelompok swadaya rnasyarakat sebagaimana dirnaksud pada 

ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah sorta 
prasarana.sarana, dan utilitas umum di pcrurnahan dan permukiman; 

d. mencegah perbuatan yang dapat rnenghambat atau rnenghalangi proses 
pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/atau 

e. melaporkan perbuatan sebagairnana dimaksud pada huruf d, kepada 
instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan 

lancar. 
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a. perencanaan; 
b. pembangunan; 
c. pemanfaatan; dan 
d. pengendalian. 

(2) Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin 
pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung. 

Pasal 77 
(1) Pembangunan rumah, perumahan danjatau perrnukiman harus dilakukan 

sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. 
(2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan scsuai 

dengan rencana, rancangan, dan perizinan. 
(3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan 

dan/atau permukiman harus mernenuhi persyaratan: 
a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian; 
b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan 

lingkungan hunian; dan 
c. ketentuan teknis pernbangunan prasarana, sarana, dan utilitas 

umum. 
(4) Prasarana, sarana, dan utilitas urnurn yang telah selesai dibangun olch 

setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai 
dengan ketentuan peraruran perundang-undangan. 

Pasal 78 
(1) Penyelenggaraan kawasan permukirnan dilaksanakan melalui tahapan 

setiap orang. ' 

Pasal 76 
(1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman 

harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis. 
(2) Pcrencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus memenuhi 

persyaratan administratif, teknis, dan ekologis. 
(3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan oleh 

Bagian Kesatu 
Ketentuan Lain dan Larangan 

Paragraf 1 

Ketentuan Lain 

BABXI 

SANKS! ADMINISTRATIF 
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Bagian Kedua 
Bentuk Sanksi Administratif 

Pasal 80 
(1) Setiap orang yang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76 ayat ( 1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 77 ayat (J ), 

ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 7H ayat (1), dan ayat (2), Pasal 79 ayat (!), 

ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), atau ayat (9) 

dikenai sanksi adrninistratif. 
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat bcrupa: 

a. peringatan tertulis; 

Paragraf 2 
Larangan 
Pasal 79 

(1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pernbangunan perumahan, yang 
tidak membangun perurnahan sesuai dengan kriter ia, spcsifikasi, 
persyaratan, prasana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan. 

(2) Setiap orang dilarang rnembangun perumahan dan/atau permukiman di 
luar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan 
permukiman. 

(3) Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau perrnukiman di 
ternpat yang bcrpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun 

orang. 
(4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, 

perumahan, dan/ atau permukiman yang tidak sesuai dcngan fungsi dan 

pemanfaatan ruang. 
(5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan 

pemukiman kembali rurnah, perumahan, dan/atau permukiman yang telah 
ditetapkan oleh pernerintah dan/atau pemerintah daerah setelah terjadi 

kesepakatan dengan masyarakat se-ternpat. 
(6) Badan Hukurn yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan 

perrnukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas 

urnum di luar fungsinya. 
(7) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak alas tanah lingkungan 

hunian atau Lisiba, dilarang menjual satuan permukiman. 
(8) Orang perseorangan dilarang membangun Lisiba. 
(9) Badan hukum yang membangun Lisiba dilarang menjual kaveling tanah 

matang tanpa rumah. 
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spesifikasi, tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, 

Pasal82 
(1) Setiap orang yang mcnyelcnggarakan pembangunan perumahan, yang 

Bagian Kcsatu 
Ketentuan Pidana 

Pasal 81 
Selain sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, setiap orang 
yang melanggar ketentuan Pasal 79 diancam juga dengan pidana denda dan/ 
atau kurungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

Bagian Kedua 
Ketcntuan Pidana Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 ten tang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman. 

b. pembatasan kegiatan pembangunan; 
c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan 

pembangunan; 
d. penghcntian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan 

perumahan atau permukiman; 
c. penguasaan sementara oleh peinerintah daerah (segel); 
f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu 

tertentu; 
g. pembatasan kegiatan usaha; 
h. pembekuan izin rnendirikan bangunan; 
1. pencabutan izin mendirikan bangunan; 
J· pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah; 
k. perintah pernbongkaran bangunan rumah; 
I. pembekuan izin usaha; 
m. pencabutan izin usaha; 
n. pernbatalan izin; 
o. kewajiban pemulihan fungsi lahan dalam jangka waktu tertentu; 
p. pencabutan insentif; 
q. pengenaan denda administratif; dan/atau 
r. penutupan lokasi. 

(3) Pengenaan sanksi adrninistratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di 
bidang perumahan dan kawasan permukiman. 

BAB XI! 

KETENTUAN PIDANA 
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Pa.sal 86 
Sctiap orang yang dengan sengaja menolak atau menghalang- halangi kegiatan 
pemukiman kembali rurnah, perumahan, atau permukiman yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah setelah tcrjadi kesepakatan 

Pasal 85 
Setiap pejabat yang dengan sengaja mengeluarkan izin pembangunan rurnah, 
perumahan, dan/atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan 
pemanfaatan ruang, diancarn dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 84 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun perurnahan, dan/atau 

permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi 
barang ataupun orang, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 
[satu] tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta 

rupiah). 
(2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukum, maka selain pidana 

penjara dan pidana denda terhadap perigurusnya, pidana dapat dijatuhkan 
terhadap badan hukum berupa pidana denda dengan pernberatan 3 (tiga) kali 

dari pidana denda terhadap orang. 

Pasal 83 
(1) Setiap orang yang dengan sengaja membangun perumahan dan/atau 

permukiman di luar kawasan yang diperuntukkan bagi perumahan dan 
perrnukiman, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). 

(2) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh badan hukurn, maka selain pidana 
pcnjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana dapat dijatuhkan 
terhadap badan hukurn berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali 
dari pidana denda terhadap orang. 

persyaratan, prasarana, sarana, dan 
(2) Utilitas urnum yang diperjanjikan, diancarn dengan pidana denda paling 

banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
(3) Selain pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dijatuhi 

pidana tambahan bcrupa mcrnbangun kembali perumahan sesuai dengan 
kriteria, spcsifikasi, persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang 

diperjanjikan. 
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BAB XIII 
KETENTUAN PENYIDIKAN 

Pasal 88 
(1) Penyidikan terhadap suatu kasus dilaksanakan setelah diketahui tcrjadi 

suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana dalam 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan 
laporan kejadian. 

(2) Penyidikan dugaan tindak pidana dalam penyelenggaraan pcrurnahan dan 
kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh 
penyidik umum sesuai keteruuan peraturan perundang-undangan. 

BAB XIV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pa8al89 
(1) Dengan berlakunya Pcraturan Dacrah mi, maka semua ketentuan 

dan/ atau dokurncn yang telah ditetapkan atau dikeluarkan a tau diterbitkan 
sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, selama masih sesuai dengan 
Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan 
dan/ atau dokumen yang telah ditetapkan atau dikeluarkan a tau diterbiikan 
sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, namun bertentangan dan/at.au 
tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus disesuaikan. 

BAB XV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal90 
Pada saat Peraturan Daerah ini rnulai berlaku, maka ketentuan yang 
bertentangan dan/atau tidak sesuai harus disesuaikan dengan Peraturan 
Daerah ini. 

Pasal87 
Setiap Sadan Hukum yang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan utilitas 
umum di luar Iungsinya, diancam dengan pidana denda paling banyak 
RpS.000.000.000,00 (lima miliar rupiahl.: 

dengan masyarakat setempat, diancam dengan pidana kurungan paling lama 1 
[satu) tahun atau denda paling banyak Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
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NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA, 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA: .fJ./l9.<i./.~.f~ 

POITU MURTOPO 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2016 NOMOR ,g_ 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal .. ?.~ .. :.!.; .. ::.?.-.c?.(~. 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA 

Ditelapkan di Kolaka 
pada tanggal .. 3Q .. :.l.:! .... :-.;.9./C:, .. 

BUPATI KOLAKA v~ 
AHMAD ~EI 

Pasal 91 
Peraturan daerah ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang merigetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penernpatannya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Kolaka 
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(Akan disusun setelah. substansi penqaturari disepakat1) 

Pasal 1 

II. PASAL DEMI PASAL 

(Akan disusun setelah substansi penqaturan. disepakat1) 

I. UMUM 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
NOMOR ... '3. .... TAHUN 2016 

TENT ANG 
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN 

KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH 
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Tipologi 
Peta Lokasi 

Pcrrnasalahan 
Potensi 

RW 

Kelurahan 

Kecamaian 

Kabupatcn 
Provinsi 

Jumlah Keluarga: .. 
Administrati!: 

-Jumlah Pcrcmpuan : .. 
Jumlah Laki-Laki : . 

Numa Lokasi 
Luas Area 
Koordmut 

Demografis: 

Jumluh J1wa 

C. DATA UMUM LOKASI 

~{ari/'fanggal Pcngisian : . 

Nama Rcspondcn 
Jabatan 
Alamat 

No. Telp. 

B. DATA RESPONDEN 

11.1:FORMAT ISIAN 

A. DATA SURVEYOR 

I Nama Surveyor I .Jabatan 
Alamat 

No. Telp. 
Hari/1'anggal Survci 

F'ORJ\,1AT ISIAN DAN PROSEDUR PENDATAAN 

IDENTIFIKASI 1,0KASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUK!Mi\N KUMUH 

LAMPIR!\N I 
PERI\TURI\N DAERI\H KABUPATEN KOLAKA 
NOMC>R .. }J .... TAHUN 2016 
TENTANG 
PENCEGAHAN DAN PENJNGKATAN KUALITAS 
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN 
PERMUKll\1AN KUMUH 
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51 % - 75% kcpadatan bangunan pada lokasi 
tidak sesuai ketentuan 
25% - 50% kepadatan bangunan pada lokasi 
tidak sesuai ketcntuan 

76'}t> .. l 00% kepadatan bangunan pada lokasi 
tidak sesuai ketentuan n Kescsuaian ungkat 

kepadatan bangunan 
(KDB, KLB dan 
kepadatan bangunan] 

dengan arahan RDTR 

dan RTDL, 

Nilai KDB raia-rata 
bangunan 
Nilai KLB rata-rata 
bangunan 

Nilai Kcpadatan 
bangunan ruta-rata 

2. Tingkat Kepadatao Bangunan 

Mohon dapat dilarnpirkan Dokumen RDTR / RTBL yang menjadi rujukan penataan 
bungunan 

pada lokasi. 

dengan arahan RTBL 

bangu nan dan iata 
kualitas lingkungan 

Kcsesuaian tata 76% • I 00%, bangunan pada lokasi 
tidak mcrmliki keteraturan 

1 51 % - 75% bangunan pada lokasi 
tidak merruliki keteraturan 
25% - 50% bangunan pada lokasi 

udak mcmiliki kcteraturan 
Mohon dapat dilamprrkan I foto yang mernpertihatkan keudak-tcraruran bangunan 

- 
- 

- 

76°t0 - l oo,o bangunan pada lokasi udak 
mcmilik.i ketcraturan 

51% - 75% bangunan pada lokasi tidak 
rncmiliki koteraruran 
25% - 50"/o bangunan pada lokasi tidak 
memiliki keteraturan 

- Kesesuaran benruk, 
besaran, perletakan 
dan tarnpilan 
bangunan dengan 
arahan RDTR 

D. KONDISI BANGUNAN 
1. Ketldakteraturan Baogunan 
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.Jerus permukaan jalan jalan perkerasan lemur I 
jalan perkerasan kaku ' 

jalan perkcrasan kornbinasi J 
jalan tanpa perkerasan 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ·~~~~~~~~~~·- 

2. Kuallla.s Permukaan Jala.n 

Mohon dapat dilarnpirkan I gambar / peta yang memperlihatkan jaringan jalan 
Iingkungaa pada lokasi. 

Lingku ngan 
Perurnahan dan 
Permukiman yang 
dilayani olch Jaringan 
,Jalan Llngkungan 

70% - 100% area tidak terlayani 
oich ja ringan jalan lingkunga« 
51 % - 75% area tiduk terlayani oleh 

' I jaringan jalan lingkungan 
25o/o · 50% area udak tertayani oleh 

janngan jalan lingkungan 

E. KONDISI JALAN LINGKUNGAN 

1. Cakupan Jarlngan Pelayanan 

................................. ··························· . 
bangunan 
Mohon dapat dilarnprrkan Dokumcn yang rnenjadi rujukan pcreyaratan teknis 

Mohon dapat dilarnpirkan I fot.0 yang memperlihatkan kcudaksesuaian dengan 
persyaraian tcknis bangunan pada Iokas.i. 

Kondisi bangunan 

gcdur,g pada 

perumahan dan 
perrnukimao 

76'Yo - I 00% bangunan pada lokasi 
tiduk memenuhi persyaratan tekrris 

51% - 75% bangunan pada lokasi 

udak memenuhi persyaracan teknis 
25% . 50% bangunan pada lokasi 
tidak mcrnenuhi persyaratan teknis 

pembangunun bangunan gedung di 
atas dan/atau di bawah tanah, air 
dan/atau prasaro.na/sarana umum 
kesetarnatan bangu nan gedung 
kesehatan bangunan gedung 
kenyamanan bangunan gedung 

kernudahan bangunan gedung 

Persyaratan bangunan 

gedung yang telah 
dracur 

pengendahan darnpak lingkungan 

3. Ketldaksesuaian dengan Perayaratan Tek.nis Bangunan 

·················· ······················ . 

Mohvn dapat dilarnpirkan I Coto vang mempcrlihatkan tingkat kepadatan bungunan 

pada lokasi. 
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76~t · lOO·Yu urea tcrjadi genangan 
>30cm, ;,, ~l jam dan > 2 x sctahun 

S l C}O • 75o/.. area terjadi genangan 
>30c1n, > ~! jam dan > 2 x setahun 

Fl 
lebih dari (tinggi 30 cm. sclama 2 
jam dan terjadi 2 x setahun) 
kurang dud [unggi 30 cm, selarna 2 

LJ jam dan terjadi 2 x setahun] 

G. KONDISI DRAINASE LINGKUNGAN 

1. Ketidakmampuan Mengallrkau Limpasan Air 

Luas Geno.ngan 

Genangan yang terjadi 

51% - 75% populasi tidak terperiuhi 
kebutuhan air minum minimalnya 
25% - 50o/l) populasi tidak terpenuhi 

kebutuha.n air rninum minimalnya 

76% - !00% populasi tidak 
terpenuhi kebutuhan air minurn 
minimalnya 

Mohon dapav dilampirkan 1 foto yang mcrnperlihatkan kurang tcrpenuhinya kcbutuhan 
air minum pada lokasi. 

2. Tidal< Terpeuuhioya Kebut.uhan Air Mlnum 

Kapasitas pemenuhan 
keburuhan (60 L/hari) 

Mohon dapat dilarnpirkan 1 foto yang memperlihatkan kualitas uir minum yang dapat 
diakses masyarakat. 

25% - SO"lu populasi tidak dapat 

mengakses air minum yang aman 

76% - 100% popuiasi tidak dapat 
rnengakses air minum yang aman 
51°/o - 75% populaai tidak dapat 

mengakses air mi.nurn yang arnan 

F. KONDISI PENYEDIAAN AIR l\11NUM 
1. Ketidakteraediaan Alcses Amau Air Minuw 

berbau, dan tidak 
bcrasu] 

berwus na , tidak 

Akscs aman terhadap 
ai1 minum [rnerniliki 
kualitas tidak 

Mohon dupat dilarnpirkan 1 i0lo yang memperlihatkan kualitas perrnukaan jalan 
lingkungan yang buruk (rusak]. 

perrnukaan jalan yang buruk 
25~1o .. 50% urea rncrniliki kualitas 
permukaan jalan yang buruk 

76<?~ - 1 OOo/o area mcmiliki kualitas 
pcrrnukaan jalan yang buruk 
51 °;.> .. 7 5°/u hrea memiliki kualuas 

Kualnas permukaan 
jalan 
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76% · 100% drainase lingkungan 
udak rerhubung dcngan hirarki di 

atasnya 

Sl0/o - 75°A, dramase lingkungan 
tidak terhubung dengan hirarki di 
atasnya 

Saluran pruner 
Saluran sekunder 

Saluran tersrer 
Saluran Lokal 

Ketidukterbubu ngan 
saluran lokal dcngan 
saluran pada hirarki di 
atasnya 

Kornponen sistern 
drainase yang ada 

pada lokasi 

4. Ketidakterbubungan dengnn Slstem Drainase Perkotno.n 

······························································ ······························ 

Mohon dapat dilampirkan I foto y,mg memperlihatkan kegiatan pemelinaraan drainasc 

pada lokasi. 

76<1/o • 100%, area merniliki druinase 

Iiogkungan yang kotor dan berbau 
51 o/o - 75% area memiliki drainase 
lingkungan yang kotor dan berbau 
25°/o - sou;(> area rnerniliki drainase 
lingkungan yang kotor dan berbau 

q Pemeliharaan rutin LJ Pemeliharaan berkala 

dilakukan pada 

Pcmcliharaau dramase 

Jenis perneliharaan 
saluran drainase yang 
dilakukan 

3. Tidak Tcrpellharany11 Dralna$e 

····································· . 

Mohon daput dilarnpirkan 1 ioto yang mernperlihatkan saluran tersier dan I atau 
salurao 1oka\ pada lokasi. 

76% . I 00% area tidal< terscdia 
draiuase Hngkungan 

SI 0A, - 75o/o area tidak tcrscdia 
drainase lingkungan 
25°/o - 50°10 area tidak rcrsedia 

LJ drainase lingkungo.n 

dan/ai.au saturan lokal 
pada lokasi 

saluran tersier 

2. Ketldakteracdlaan DralnR&e 

................... . 

Mobon dapat dilampirkan I Ioto yang memperlinatkan genangan pada lokasi tersebut 

(bila adal . 

25°/o . 50% area terjadi genangan 
>30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun 
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Klosct Lehcr Angsa Yang Terhubung 
Dengan 1'angki Septik 
Tidak Tersedianya Sistern 
Pcngolahan Limbah Seternpat atau 
Tcrpusat 

Prasarana dan Sarana 
Pengolahan Air Limbah 

yang Ada Pada Lokasi 

2. Praaa.rana dan Sarana Air Li.mbah TJdak Seauai Perayaratan Tekala 

Mohon dapat dilampirkan l dokumen memperlihatkan / menjelaskan sistem 
pengelolaan air limbah pada lokasi. 

pengelolaan air limbah yang tidak J sesuai standar teknis 

25% • 50o/u area merniliki sistern 

51 % · 75o/o area merniliki sis tern 

pengelolaan air limbah yang tiduk 
sesuai standar teknis 

7(,'X, .. 1000,o area rnerniliki sistern 
pengeiolaan air limbah yang tidak 
sescai standar teknis 

H. KONDISI PENGELOLAAN AIR LIMBAH 

l. Siatem P\lngelolaa" Air Limbah yang Tloak Seaual Standar Teknis 

Sistcrn pengolahan air 

limbah tidak memadai 
(koku•/kloset yang 

tidak terhubung 
dengan tangki septik / 
!PAL) 

Mohon dapat dilampirkan 1 toto yang mernperlihatkan kualitas konst.ruksi drainase 
yang buruk pada lokasi. 

25o/o - 50U/o area memltiki kualitas 

kontrsuksi drainase lingkungan 
buruk 

76% - l 00% area rnemiliki kualitas 
kontrsukai clrainase Iingkungan 
buruk 
5 lo/., .. 75o/o area memiliki kualitas 
k0nu~uksl drainaee li.ngkungan 
buruk 

§ Saluran tanah 
Saluran pasang batu 
SaJuran beton 

Kualitas Konstruksi 

s. Kualitas Konstruksl Drainase 

Jenis konstruksl 

25% - 50% drainase lingkungan 

tidak terhubung dengan hirarki di 
atasnya 

Mohon dapai dilarnpirkan 1 Coto yang memperhhatkan ketidakterhubungan saluran 
lokal dengan saluran pada hirarki di atasnya pada lokasi. 
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76o/c, · l OO'Yo area mcrniliki sistern 
pengelolaa n persarnpahan yang 
1.idak sesu.o staudar te knis 

Sistern persampahan 
[pemilahan. 
pengumpulan, 

2. Sistem Pengelolaan Peraampahan Tldak. Sesuai Btandar Teltnia 

Mohon dapat dilarnpirkan I Ioro yang memperlihatkan masing-rnasing prasarana dan 

sarana persampahan pada lokasi yang tidak rnernenuhi persyaratan tcknis, 

n 76% - } 00~·> un;u memilik i 

prasarana clan sarana pengelolaan 

pcrsarnpahan udak memenuhi 
l ~ persyaratao teknis 

51 o/u - 75% area merniliki prasarana 
dun sarana pengclolaan 

persarnpahan tidak rnemcnuhi 

• persyaratan teknis 
25~/o · 50o/o area rncrniliki prasarana 

dan sarana pengelolaan 
persampahan tidak memenuhi 
pcrsyaratan tekrus 

Tcrnpat Sampah 
temper pengumpulan sampan (TPS) 
atau TPS 3H 

gerobak sampah dan/atau truk 
sampan 

LJ tempac pengolahan sampah rerpadu 
(TP~T) pada skala lingkungan 

I. KOND!Sl PENGELOLAAN PERSAMPAH.AN 
1. Praaaraua daa Saran.a Persampahaa Tidak Sesuaf Perwyaratan Teknis 

Keudaksesusian 
Prasarana dan Sarana 
Persampahan dengan 

Persyaratan Teknis 

Prasarana dan sarana 

Persacnpahan yang 

Ada Pada Lokasi 

Mohon dapat dilampirkan 1 foto yang mcmpcrlibetkan kondisi prasarana dan sarana 
pengolahan air limbah pada lokasi yang Lid.lie memenuhi persyaratan ten is. 

76% - I 00% area memiliki 
prasarana dan sarana pengelolaan 
air limbah yang tidak memenuhi 
persyaraian teknis 

51% .. 7So/o area mcmiliki prasarana 
dan sarana pengelolaan air limbah 
yang tidak rnerncnuhi pcrsyaratan 
teknis 

25o/o · 50o/o area merniliki prasarana 
dan saran a pengclolaan air lim bah 

I yang ndak ruernenuni persyaratan 
teknis 

.53. 
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, 76%. lOO'Yo urea tidak memilikr 
prasarana proreksi kebakaran 

51 % · 7 5o/" area udak merniliki 
prasarana proteksi kebakaran 

, 25% · 50% area udak mcrniliki 

prasarana proteksi kebakaran 

Pasokan air untuk pcmadam 

kebakaran 

jalun lingkungan yang mcrnadai 
untuk sirkulasi kendaraan 
pcrnadarn kcbakaran 
sarana komunlkasi 

data tenrang sistern protek si 
kebakaran 
bangunan pos kebakaran 

J.KONDISIPROTEKSIKEBAKARAN 
l. Ketidakteraediaau Slotem Protekai Secara Aktif dao Paaif 

Kebakaran 
Prasarene Proteksi 
Ketidaktersediaan 

Prasarana Proteksi I 
Kcbakaran Lingkungan 

yang ada 

Mohon dapat dilarnpirkan I foto yang memperlihatkan kegiatan pcmcliharaan draiaase 
pada lokasi. 

76o/o - lOO'r., area memitiki sarpras 

persampahan yang tidak terpelibara 
51% - 75% area merniliki sarpras 
persarnpah.m yang tidak rerpeuhara 
25% .. sou;,:. area mernilik.i sarpras 

per sarnpahan yang tidak terpelihara 

Pemcliharaan rutin 

3. Tiduk Terpeliharanya Sarana do.n Prasar1t.ua Pengelolaan Persampaban 

Pemeliharaan Sarona 
dan Prasarana 
Pcngelolaan 
Persampanan 

dilakukan pada 

-Jenis pcmetiharaan 
Sarana dan Prasarana 
Pengelolaon 
Persampahan yang 
dilakukan 

Mohon dapat dilampirkan l foto yang mcrnpcrlihatkan prasarana dan sarana 
persampahan pada lokasi. 

pengeloluan persampahan yang 
1.idak sesuai stander tek.ni.s 

25°/o - 50o/o area mcmiliki sistcm 
pengetolaan persarnpahan yang 
tidak sesuai siandar teknis 

51 "/... - 75o/o area rnemiliki sistern pengangkutan, 
pengolahan] 
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vi~ - AHMAD SAFEI 

BUPATI KOLAKA 

: l>enjelasan ,o,mat !(,.-...._ _,,......_\! Ht,k;,p1tuh1~i 11n£kllt : 
~ _ ...... !!~'!,il~~a_n ! t ... _ Ktlurahat'l/ Des a __ : 

:,.. fl.el.ipltulasl l1Rgkat : 
, __ Kabup•ten; .l(ou ... _ • 

K;Jbupaten/ Kot• 

PermutJ1nan 1Cu111vh 

' 
:u, T rin i:(' i 

1. lnddi:asi P~rumahan 2, Pe:nua1»1n Loll.,11si ...... ~l. RekfH>ilula$i 
li:umuh dan •••.i Ptrurnan;,n IC4,1muh cl.in Pe:rmutlman ICun;uh fl Ha)il 

I.2. PROSEDUR PENDATAAN 

Keba kn ran 

76% · l 00% area tidak merniliki 
sarana proteksi kebakaran 
SI% · 75% area tidak memiliki 
sarana prou.ksi kebakaran 

25% · 50%, area tidak memiliki 
sarana proteksi kebakaran 

Ketidaktersediaan 
Sarana Proteksi 

Mohon dapat dilampirkan I folO yang surnber pasokan air untuk pemadaman di lokasi. 

Alat Pemadam Api Ringan 
(APAR). 

rnobil pornpu 
mobil tangga 
peralatan pendukung lainnya 

Sarana Protcksi 
Kebakaran Lingkungan 
yang ada 

2. Ketida.ktcrsedi11an Sarana Protek1,i Kebab.ran 

.......... , , , . 

Mohon dapat dilarnpirkan I fore yang memperlihatkan rnasing-masing sistem Proteksi 
kebakaran pada lokasi/ 
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w..,.wM.cara. 
1-·onna~ lsia.n, 

Vli~tv11~i 
5 

b. 'f'lda:.: -' .. .t,111\)h.\fl a.ir n.ur:unt n'l.tl)'~I ~dlol 'll>'t-i. • lW't .. popu!.Mi ~le 
Terpenutun"a twu,~ pcn..irn.a.r,an au,u pc"rmu.citm,,;1 tr.rpc-nuhJ kcb\l.tU.ha.'\ air mmum 

'------------'--------'---'---------------_J ·- n:.i11U::.ialny11 --·--·-···-····· 

M.i5)·.u.Ut.H J>.1da luku,i pnult'lu?u,.n dan 
pc:11:r,ui..JmS£1 hdak d;,1,pi&I mc1.~~s a;r 
mim ... m yaitg n~u.Utiki ku.u..i.1.::1, 1iduk 
lielwatn.\, 1id,lk bt• bau, <L'UI Lh.luk 
lic1a~ 

,1, Kcti<l ... klc:1 !ICCJiui~n 
:\k$CS Aloan Air 

M1n1.un 

W&wa.'lo;l:lftl.. 

r.:.n1ie.l )1W<1.n, 
ObKrn,u 

3 

Sc~AA l'IUIU M:IUl'Uh j~ lo~~l<ur...,;;.n 
1Njmh k¢Nllll)(H;1 1<:nnuluwn j11!an p,,d;,i 
h,kalii s,crJrr.ilh.-:1 utau p!!nnuki.m.ut 

b. KualjUis. 
Pcrmukaa.n Jutan 

L.ingkunga1~ 

5 we ... <11J~a.1·a., 

J 
l'Qm:IQ{ ll,11.iln, 
hta l.Ou.s.i, 
Obsc.n.·a.i;1 

, 
w~ .... a..".lcu,a. 

J P..inn;1ll11,.~1. 
i\'t:1 Wl,.;.t:.;i, 

Ob~tvaSl 

~b1t~m, lolu-11>"} 1)1'1 Jm~hiln Jtto\1 
pen:uukUm,.i dc!;t.k tctl..iya.ni. ..ic-ng.ut 
j.d .. ro t.n"'ur.g.u, )'i.ng s.e.iui:u d~ngll.ll 
kct.cotuan l<"kni~ 

a.Cakupan 
P\il:t)'(UUIO Ju.la.II 

Li.~g.kungan 

2, 
KONOlSl JALA.N 

Ll.NGKUNGAN 

,.,.,~ .... llll'-4:lt., 

f(;rll'o&.ll~. 

Ool...in;en 11-1n, 
ou~rva\1 

3 

s 

~w ·2s,~: "s0% ;.,vv~i~i i.,a:..: ·J.:ip;ti 

u~·08a.ksc'~ II.it 1nliHhn )'a."lf, 

0,(ltafi 

7t,~. • h.10':'11>v11u}....,_ 1,11,,',.,. 
da;J1.1t mcng,.-J(:iN;",. WJ roou:in 
y1t11gau1M 

· · -~l% ·. 7s% ~~~~.;.;;i ·tio~·t.i.;;>et 
incng.lk~• Air min.,1m yang 

· · ·2·s~,: ·s';i~ ~~; ;;('.-~ · · · · · · 
kuu.l.11 • ..u pttl'llu.kflol..njllW, ,~q: 
b'Jt'Uk 

t.:u,1du,l liw1iv,.ncul f•,l(.f:i. l1>k..l..~i t:t!a.k 
m.:,ue,,uh.i pc:n:y..r,H-'11; 

• j1u.i~·11J....!i..lJ, ,J.unl),J.k Ju,~'11.'lgi,.n 
• peu:l,;1,.ngumm ..,.._"lgun,c, ,<"d•.u,g u; 

atl.l.> 1fauhat.1u J. ~"'•Lh t.v\Q.h, a.I! 
d.vt/ ... !AU fl'>l\i,1f;,JU1/,ia:a,,11 UU\IJltl 

• k11lld:u:i::;i.1.au b,,111!,Un.111 sctluiig 
• kt-..:-nai.l.lti bw•KJ.Oll.'l g~·dung 
• kt.r'l)':l1ha.mu1 bAA,:uo.u1 gc:-.J\Jag 
• kf'rnl.ldll,hAn b.ln.iun.;i.n p:t'IJun,: 

c. Kelid.a.k~suauu, 
dcng_an l'ersynratan 

Toknu. B:1ng~1o<tn 

3. 
KONDISI P&NYEDIAAN 

AlR fdlNUM 

louruk 

7b,...,. 1011% lllt.i. u1<=m1.1.J 
ku<1.iUU1 pc:r.:,utw.un ~a.l<1,'l y:.11p, 
llunik · · ·s·1;;: ;·s;.: ~; ~;<-~i:;,J · · · · · · 
;.;ui,.1,u\, p,rtmuJc.;ui.n jal.;,n yaug 

7G"4 • 100% ~.- btlak lcTl<1ywU 
o:il"h JMllf',a.~ jQIQJI llngk1.111g.u~ 

• s1,. · 7S% w-«.. Wak 1.erl.lyad 
o!th µnnga.n juho• lingkur:r,.sn 

··~is.;~: su;;~;..: u~~ ·,;;~;;;f · 
a>.ih F>Jlllg,ui j.1lw\ !J.11a;~unP..u, 

•;1,,,. • u~ .. ban,i;uaw, p,.i.W. 
luk.:41'.I Vt.l.ik 1.m:mn:uhf 

__ pc.rliy,u-at.:m lt'knh __ •••••••• _ 

51% • 75% l>aug..:0~1 pada 
lo;..;1g 1:(l;(k mr.mcnu!u 

. - ~:~:~!~ ~'~"!':! - - . - 
25°1., • S0"'/11 llttflgun,m p.ida 
lakM.$1lir.l.:tl(<ritl\lt'tlWU 
pcr&yaf(UIU\ lciulu; 

• l\l):J mc~lKht kctenh;W\ i'UlTJ<.. 
dwl//llau KT!Jt., 

• KU) r:l('Jo:,t;,ihi k('!<,:1 .• (l,l.,.11 \l:.it...m R!Yfl(, 
o..;.n/-.,..;.u l<!HI.; ,\;;m/o11.l\J 
Kt'?A(b .. 1w1 b.tl1,:.u(ll;UI )'lUI~ hust,, 

Vt~J~ lok.1M, )a.itu· 
.) y1:t1,1k ko1a 11\.f'1topn..it.a.n d;i.n 

kot;1 lKS&r: 2SCI un:l/11.., 
;, u11tuk k.oUl '<td-a.:g cl~'> M)(.,l k~i 

)200u,ht/t!;l 

b. Tin~t Kepadatan 
Oanel.lnan 

D1.;ki.n~r, RO'TR 
&RTU,., 

1;...:...urucn ll-1.B, 
l'onna1 hiat1, 
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4. Undang-Undang Nomor 12 tahuu 201 l renrang 
Pernberuul.an Pei aturan Perundang-undangan 
(Lcmbaran \egara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tarnbahan Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 52341; '---------~-~..;._~~ -~-----~--------~ 

J. Pasal 28 H ayat (! J lindang-Undang Dasar '.'kg~ru 
Republik lndonesia Tahun 1945; 

2. Uridang Urrdang Nornor 2:1 Tahun 2014 rentang 
Pcruerintal .an Daer an [Lernbaran N cgai u 
Rcpubhk Indonesia Talum 2014 Ncrnor 2"T4, 
1'an1bahan Lembai an Negara Republik lndonesia 
Nornor 5587); 

3. Undar:g-Uud,J..ng Nomor 1 tanun 2011 rentang 
Perurnahan dan Kav,rasan Perrnukirnan 
[Lernbaran Negara Republik Indonesra Tahun 
2011 Nou.or 7, Tarnbahan Lerubaran Negara 
Repu b!ik J »donesia Nomor 5 I 88)·. 

c. bahwa ber.Iasarkan Pas al 98 ayat (21 lindar.6- 
Undang Nomor 1 Tuhu n 201 l ten tang Perumahan 
dan Kawasan Perrnukirnan, penetapan lv!t.as) 
perurnahan kurnuh dan percuuki.tnan kumuh 
wajiu dila.cukao pemerintah daerab dengao 
mehbatkan pcran ruasyarakat; 

d. bahwa beniasarkan perun.bangan sebagairnaua 
dimaksud .Ialam huruf a, huruf U dan hu ruf c 
perf u merietapkan Keputus an Bupalij\Vahkota 
tor.tang Penctapan Lokasi Perurnanan i<un:~uh 
Dan Permukunan Kumuh: 

a. Menirnbang bahwa seu . .\p orang ber hak untuk ber tcn.pat 
tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang 
lark dan set rat; 

b, bahwa pcnyelenggaraan peningkatan kua.uas 
perumahau kumuh dan perrnukiman kurnuh 
merupakan taoggung jawab pemerintat. 
kabupaterr/kura berdasai kan penetapan lcka s i 
perumanan kuruuh dan pcrrnukiman kurnuh 
y<ing didahutui proses pendaraan; 

BUPATI KOLAKA 

K£PUTUSAN DUPATI KOLAKA 
NOMOR . 

TENT ANG 
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KU~IUH DAN PERMUKIMAN KUll!UH 

Dl KABUPA'fEN KOLAKA 

BUPATIKOLAKA 
PROVINS! SULAWESI TENGGARA 

. - -. -,-. --·----·· (,., . . -, t<~~v ~~- ... ' ... ,.,,.. 

IU. i. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DAERAH 

PERUMAHAN KUMUH DAN PER111UKIMAN KUMUH 

FORMAT KELENGKAPAN PENETAPAN LOKASI 

LA11'1 PI RAN III 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA 
NOMOR ... g ..... TAHUN ,).OIG 
TENT ANG 
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS 
TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN 
PERMUKIMAN KUMUH 
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Lokasi Pcrumahan Kurnuh Dan J'>errr11..Jkin1an Kurnuh 
merupakan satuan perumahan da..n permukiman dalarn 
lingkup wilayah kabupatenj kota yang diuilai tidak laik 
hurii karcna keudakieraun an bangunan, tingkat 
kepadatan bangunan yang r.inggi, dan kualitas 
bangunan serta :,aran<.:i. dan prasarana yang tid;,,i.k 
memcnuhr syarat: 
Lokas\ Perumahan ~~ucnuh Dan Per111uki1nan Kumuh 
ditet.apkan berdasarkan basil peudataan yang dilakukan 
olch Pemeriniah Daerah dcngar; melibatkan peran 
masyar akar rnenggunakau Ketenruau Tata Cara 
Penetapan Lokasi :;cbaga.in1a11a diatur dalarn Peratui an 
Menteri Pekcrjaan Urnum dan Peruruahan Rakyat Nornor 
... /Pl-l'f /M/2015 ten tang Peningk.itan Kuahtas Terhadap 
Perumahan Kumuh Dan Pcrrnukiman Kumuh: 
Lokasi Pc1un1ahan Kurnun Dan Pcrn1ukiman Kurnuh di 
Kabupatenj'Kota ditetapkan sebagai dasar 
pcnyusunan Rencana Penanganan Perumanari Kurnuh 
Dan Permukunau Kurucrh di l~abupatcn/!<otc.t ..... , yang 
mcrupakan kc)llHtrr.cn Pemerrntah Daerah dalarn 
rnendukung Progi am Nasronal Peng1.·:1tas<.U1 
perrnukunan Kuruuh, rerrnasuk dalarn hal uu Ta1-grt 
Nasional Perrnukiman T .. mpa Kutnuh~ 
Lokasi Perumahan Kumul. Dan Perrnukirnan Kurnuh di 
Kabupaten/Kota meliputi sejurnlan ... (tcrhilCll\g 
..... ) lokas i, d1 [terbtlang ) kecamatan. 
dengan lu as total sebcsar (ti!rbilan.g ~ hcktar; 
Penjabaran ruengena. Daf'tar Lokasi Perumahan Kurnuh 
Dan Pennukiman Kurnuh d1 Kabupatenj Kcta ..... dirinci 
le\.nh Iaujut dalarn Lruupuan 1; Peta 'Sebm-an Lukasi 
Pcrurualtan Kuruuh Dan pcrmukrman Kumub di 
KaUupat:.:n/Kota ..... dil'inci lebih lanjut dalam Lampiran 
11; serta Prof1l l..oka::si perumahan KUHlU~l Dan 
Per1nukiman Ku111uh di KabupatenjKota ...•. d.r.nci 
!ebih lanjut dalam J..amµiran Ill, dunana ket:ga larnpiran 
tersebui rnerupakan bagian yi;;l11g i:idak terpjsa hka.n dan 
Kel)utus.an Bnpa\ij\·'-.1ahkota ini~ 
Berdasarka.n Penetapan Lokasi Perurnahan Kumu h DtU1 
Permukin.an Kumub di Kabup'ilten/Kota ..... ini, maka 
Perncrintah Da·?r.."J1 berkorniunen uruuk untuk 
nielnksannkan Peningka.tan Kualitas Perurnahan Ku111uh 
J) .. u1 Permukiman Kumuh secara tunias dan 
berkelaojutan scbagai prioruas pembangunan duerah 
dalam bidang perumaban dan perrnu kimcm , bersarna 
sarna Pemerintah Provmsi dan Pernerintah; 
Kepulusan ini 1111~Jal bcrlaku sejak tanggal ditetapkan- 

Diietapken di .. 
Pad.r ranggal 

MEMUTUSKAN: 
KEPUTUSAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG 
PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DA.'l 
PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN KOLAKA 

Peratutw1·Acntcri Pekerjaan Umum dan ·1 
Perumahau Ralcyat Nornor ... /PRT/M/2015 
tentang Poni11gkatan Kualitas Terhadap 
Per-urnah an t'.Un\uh D.:u, Pcr11tuki.man K\.\1nuh; 

5. 

·6l · 

KETUJUH 

Ki::tNAM 

KE:J..!MA 

KE EM PAT 

KETIGA 

KE.DUA 

Kl::SATU 

l\te11etapkan : 



>'IIAo<,(,11 

:·::: ... 

r 
/ .. 
I 

l(~ter""% .. '' tew~11L] 

lamb~"S d~r. H.s•~ 
K.bupalen/t<o1~____J~ 

T,3nd,1 T<in~,1n K1::,p.,i,.1 011cfih j 

~==v,,=.,,.::::,i, ~ J 
';:=t.~~~=========~===t::q_J ;,..._..,,....,-1-1--1·/= 

l<e,erangan Kt>t>fd1n~ 
l mtan & Bu ur) _J 

III.3. FORMAT PETA SEBARAN LOKASI LOKASI 

- - .. I KZKUMUIIAN I Pt RT. LAffl' --:1 LtNOK'UP Ai>MINJSTRA'MV I K?:.PEffDVDUK.AN I KOORDl.."'4AT l.E(;Al,. 

NO ""'"' LUA$ bt£LURAtlA.."f/ t(J:.CAMA 1' All : DVJUR' Nll..U JTlNCK,:101.Al 
lTM PRJORJ·t 

LOKASl RT/RW ( DISTAlK JU>iiLA.H KY.PA.- I L.tnTAHG TtNGK, """"' TA& ! 0~$A OATAH 

I ! I 
·--< 

: I r I 
I I ,--, -, 
I 

. I l ' ' . 

""""..ii<' -~ K&PUnfSAH SUPATJ KOLA.l<.A 
"NOMOR ••.•••••• , .. ,, •• ,, ••••••••• 
T'~NTAN'G 
f2:NETAPA.N L(UUGJ Jt~RUM/vl.A."f KUMUII DAN PER.\fUKIMA.'f KUMUU 01 K.,\.IIUPATt:N 

KOLA.KA 

I 

111.2. FORMAT TABEL DAFTAR LOKASI 

·6./· 
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